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ABSTRAK :  Bahwa ketentuan   Pasal  40  ayat  (1)   Undang-undang Nomor   10   Tahun   

2016   tentang   Perubahan   Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  1   Tahun  

2015  tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang• Undang   

Nomor    1    Tahun   2014    tentang  Pemilihan Gubernur,   Bupati,   dan  

Walikota   Menjadi   Undang-Undang    jo    Pasal   5    ayat   (2)     Peraturan    

Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2017  meyebutkan Partai   Politik   

atau  Gabungan   Partai    Politik   yang memperoleh  paling  sedikit   20%  (dua   

pulul;  persen) dari jumlah  kursi Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah atau  25%  

(dua   puluh  lima   persen)   dari  akumulasi perolehan suara sah dalam  Pemilu 

Terakhir. 

   Bahwa    berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a   

dan   huruf   b,   dipandang perlu   menetapkan     Keputusan     Komisi    

Pemilihan Umum     Kabupaten     Gianyar     tentang    Penetapan Persyaratan  

Dukungan  Pencalonan  Partai  Po.itik  atau Gabungan  Partai  Politik dalam 

Pemilihan Bupati  dan Wakil Bupati  Gianyar Tahun  2018. 

 

  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini 

adalah: Undang-Undang   Nomor   69       Tahun   1958   tentang Pembentukan   

Daerah   -   Daerah   Tingkat   II    dalam Wilayah   Daerah - daerah   Tingkat   I     

Bali,    Nusa Tenggara     Barat     dan     Nusa     Tenggara     Timur, (Lembaran   

Negara   Republik  Indonesia   Tahun  1958 Nomor   122,   Tambahan  Lembaran   

Negara   Republik Indonesia Tahun 1958   Nomor  1655), Undang-undang nomor 2 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008  tentang 

Partai Politik (Lembaran    Negara Republik Indonesia Tahun  2011  Nomor 8 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, Undang-Undang  

Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2014 tentang    Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244, Tambahan    

Lembaran    Negara    Republik    Indonesia Nomor   5587),    sebagaimana   telah    

diubah    terakhir perubahan  kedua dengan   Undang-Undang  Republik Indonesia   

Nomor   9   Tahun  2015  (Lembaran  Negara Republik  IndonesiaTahun  2015  

Nomor  58,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5679), 

Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor   1   Tahun 2015  tentang  Penetapan  

Peraturan  Pemerintah Pengganti   Undang-Undang   Nomor    1      Tahun   2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  245,   Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah 

terakhir perubahan keduadengan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2016 

(Lembaran   Negara   Republik  Indonesia   Tahun  2016 Nomor   130,   Tambahan  

Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor 5898), Peraturan   Komisi   

Pemilihan  Umum   Nomor  6  Tahun 2008  tentang   Susunan   Organisasi   dan  

Tata  Kerja Sekretariat  Jenderal  Komisi   Pemilihan  Umum, Sekretariat   Komisi  

Pemilihan    Umum   Provinsi,   dan Sekretariat  Komisi Pemilihan  Umum  

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan  Komisi  Pemilihan   Umum  Nomor  3  

Tahun 2015  tentang  Tata  Kerja  Komisi  Pemilihan   Umum, Komisi Pemilihan  

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan  Aceh dan  Komisi Pemilihan  

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata 

Kerja Panitia  Pemilihan Kecamatan,  Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur  

dan  Wakil  Gubernur,   Bupati  dan  Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota, Peraturan  Komisi   Pemilihan Umum  Nomor   1 Tahun 2017    tentang    

Tahapan,      Program    dan    .Jadwal  . Penyelenggaraan    Pemilihan    Gubernur     

dan   Wakil Gubernur,     Bupati     dan   Wakil     Bupati,     dan/Atau Walikota   

dan  Wakil    Walikota   Tahun   2018   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  

2017  Nomor 818), Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun 2017   

tentang  Pencalonan  Pemilihan  Gubernur   dan Wakil Gubemur,  Bupati  dan 

Wakil  Bupati,  dan/ Atau Walikota  dan Wakil Walikota  (Berita  Negara  Republik 

Indonesia Tahun  2017 Nomor 826), Keputusan     Komisi     Pemilihan     Umum     

Kabupaten Gianyar  Nomor: 152/Kpts/KPU-Kab-016.433758/IV/2014     Tentang  

Penetapan   Perolehan   Suara   Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon 

Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, 

dan DPRD Tahun 2014, Keputusan  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar 

Nomor 274/Kpts./KPU-Kah.016.433758/VII/2017  tentang Pedoman Teknis  

Tahapan, Program dan  Jadwal  Penyelenggaraan   Pemilihan  Bupati  dan Wakil 

Bupati Gianyar Tahun  2018, Keputusan Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten 

Gianyar  Nomor 275/Kpts/KPU-Kab.016.433758/ VII/2017 tentang Penetapan  

Hari dan   Tanggal Pemungutan    Suara    Pemilihan   Bupati    dan    Wakil Bupati   

Gianyar Tahun  2018. 

 

CATATAN          : Dalam Keputusan    Komisi    Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor     

   374/Kpts/KPU-Kab.016.433758/IX/2017diatur tentang:  Penetapan Persyaratan 

Dukungan  Pencalonan Partai Politik Atau Gabungan  Partai Politik Dalam 

Pemilihan  Bupati  Dan V/Akil Bupati Gianyar Tahun 2018. 

 

 - Keputusan Komisi    Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak       

tanggal 10 September 2017. 


